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A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR
NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG

 I. KRITERIA ASAL BARANG

  Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Jepang meliputi:

  1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (wholly ohtained
atau produced).

   Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau produced yakni sebagai
berikut:

    a. tanaman, yaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-buahan, bunga, sayur-sayuran,
pohon-pohonan, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman,
yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;

    b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil,
bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;

    c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
   d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau

penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
    e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstrasi atau

diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu Negara
Anggota;

   f. barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar wilayah
perairan teritorial Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum
internasional;

   g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang
terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah laut Negara Anggota;

    h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship) yang
terdaftar di Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;

    i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak
dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang atau bahan baku, atau untuk
tujuan daur ulang;

   j. sisa dan scrap yang dihasilkan dari proses produksi atau pengolahan termasuk
pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan
pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk
dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya; dan

   k.  barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota dengan menggunakan
bahan atau barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengari huruf j.

  2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating
berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively).

  3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not
wholly obtained atau produced).

   Kriteria asal barang (origin criteria) not wholly obtained atau produced, meliputi:
   a. Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang (origin criteria)
berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang adalah kandungan nilai regional
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Free-on-Board (FOB) barang yang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

RVC  =
FOB - VNM

FOB
  x  100%

Keterangan:
    a) RVC merupakan besaran regional value content suatu barang yang dinyatakan

dalam persentase;
    b) FOB merupakan nilai free on-board suatu barang termasuk biaya pengangkutan

dari produsen ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri; dan



    c) VNM (Value of Non-Originating Material) merupakan nilai Bahan Non-Originating.

   b. Change in Tariff Heading (CTH)
    Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dan seluruh

Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau Change in
Tariff Classification (CTC) pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS) atau
Change in Tariff Heading (CTH).

   c. Product Specific Rules (PSR)
    Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, yang terdiri dari:

     1) wholly obtained atau produced
     Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota.
    2) Regional Value Content (RVC)
     Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dengan

hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC)
paling sedikit sejumlah nilai persentase tertentu dari Free-on-Board (FOB)
barang yang dihasilkan dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada
angka 3 huruf a.

    3) Change in Tariff Classification (CTC)
     Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan

seluruh Bahan Non-Originating tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau
Change in Tariff Classification (CTC) yang meliputi:
a) Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2

(dua) digit pertama Harmonized System (HS);
b) Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada

4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS); atau
c) Change in Sub Tariff Heading (CTSH), yaitu perubahan subpos atau

perubahan pada 6 (enam) digit pertama Harmonized System (HS).
     4) Specific Manufacturing or Processing Operation
     Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan

seluruh Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi
atau operasional tertentu.

    Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
    1) tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos tarif hanya memiliki 1 (satu)

 kriteria asal barang.
Contoh : 0905.00 : Vanilla (CC).

    2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal
barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2208.30 : Whiskies (RVC 40% or CTH except from heading 22.07).

    3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal
barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 52.04  - Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

(CTH outside heading 52.04 through 52.07, provided that,
where non originating materials of heading are used, each
of the non originating materials is carded or combed
entirely in one or more of the Parties)

    4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1
(satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan
kombinasi yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 5113.00  - Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair (CTH

outside heading 51.11 through 51.13 provided that, where
nonoriginating materials of heading 51.06 through 51.10
are used, each of the nonoriginating materials is spun, or
dyecl or printed entirely in one or more of the Parties; or;
No required CTC, provided that the good is dyed or printed
entirely and that the nonoriginating material of heading
51.11 through 51.13 is woven entirely in one or more of
the Parties).

 II. KETENTUAN PROSEDURAL

  SKA Form AJ memuat sekurang-kurangnya informasi dalam Minimum Data Requirement for
Certificate of Origin sebagai berikut:

  1. nama dan alamat eksportir, dan Negara Anggota pengekspor;
  2. nama dan alamat Importir, atau jika ada, nama dan alamat consignee, dan Negara Anggota

pengimpor;
  3. nomor referensi SKA Form AJ;
   4. negara asal barang;
  5. nomor dan tanggal invoice:
  6. rincian pengiriman (jika diketahui);
   7. kode Harmonized System (HS);
   8. tanda, nomor, jumlah dan jenis pengemas, uraian barang;



  9. jumlah (unit);
   10. kriteria asal barang (termasuk informasi CTC, RVC, dan Akumulasi);
   11. pernyataan eksportir; dan
   12. penandasahan Instansi Penerbit SKA.

 III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

  1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
   Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan

kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ sebagai berikut:
    a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, kode fasilitas 61, nomor referensi, dan
tanggal SKA Form AJ, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom
33 PIB;

    b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:

     1) kode fasilitas 61 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 Pemberitahuan
Impor Barang (PIB), serta diisi “Nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ, lihat
lembar lanjutan”; dan

    2) kode fasilitas 61 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 Pemberitahuan
Impor Barang (PIB), sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ wajib
dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan
Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

  2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor
Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan
Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean
dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

  1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non-Qualifying Operations)
   Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses

pabrikasi atau operasional tertentu (specific manufacturing or processing operation), jika
hanya mengalami proses sebagai berikut;

    a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan
penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan
proses sejenis lainnya;

   b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
   c. penguraian;
   d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
   e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang

diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk
Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a);

   f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
   g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

  2. Perlakuan terhadap Pengemas
   a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan

pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu
barang.

    b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan
barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria
asal barang yang digunakan adalah CTC.

    c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk
penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan Onginating maupun Bahan
Non-Originating dalam penghitungan RVC.

  3. De Minimis
   a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai Bahan Non-Originating

yang tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi adalah:
     1) untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22, Bab 23, Bab 28 sampai

dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, keseluruhan nilai Bahan
Non-Originating yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi
CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;

    2) untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21, keseluruhan nilai Bahan
Non-Originating yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi



CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) atau 7% (tujuh
persen) dari FOB, sesuai daftar PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang; atau

    3) untuk barang pada Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat seluruh Bahan
Non-Originating yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi
CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan
berat barang,

    dengan syarat seluruh kriteria lainnya dalam Ketentuan Asal Barang terpenuhi.
   b. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan Non-Originating

sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
    c. Dalam hal De Minimis digunakan, tanda/tulisan/cap “DMI” harus dicantumkan pada

kolom 8 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 6
SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang.

  4. Akumulasi
    a. Bahan Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk

suatu barang jadi di Negara Anggota lain, harus dianggap sebagai Bahan Originating
Negara Anggota tempat proses produksi dilakukan.

    b. Dalam hal Akumulasi atau Accumulation digunakan, tanda/tulisan/cap “ACU” harus
dicantumkan pada kolom 8 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN
atau pada kolom 6 SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang.

  5. Aksesoris, Spare Part, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi Lainnya
   a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses pabrikasi

atau operasional tertentu, keasalan dari aksesoris, spare part, peralatan, dan
petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang apabila:

    1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya
tersebut tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan

     2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part peralatan, dan instruksional atau manual
informasi lainnya tersebut wajar

   b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris,
spare part, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan
sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

  6. Bahan Baku Tidak Langsung (Indirect Materials)
   Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang Originating, bahan baku tidak

langsung dibawah ini harus dianggap sebagai Bahan Originating di negara tempat produksi
barang, yaitu:

   a. bahan bakar dan energi;
   b. tools, dies, dan moulds;

c. spare part dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
   d. pelumas, gemuk, bahan kompon, dan barang lain yang digunakan dalam proses

produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
   e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan

keamanan;
   f. perlengkapan, perangkat, dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau

memeriksa barang;
   g. katalisator dan pelarut; dan
   h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi

barang tersebut, yang cukup dapat ditujukkan sebagai bagian dalam produksi.

 V. KETENTUAN LAIN-LAIN

  1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA Form AJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan Retroactive Check dan/atau
Verification Visit, tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA.

  2. Contact point untuk melakukan Permintaan Retroactive Check, permintaan informasi
tambahan, Verification Visit, dan pemberitahuan SKA Form AJ yang diterima dan ditolak atas
hasil Permintaan Retroactive Check dan/atau Verification Visit:

   a. untuk Negara Anggota ASEAN adalah contact point, sesuai dengan daftar spesimen; dan
    b. untuk Jepang adalah sebagai berikut:
    1) Ministry of Economy, Trade and Industry
     Origin Certification Policy Office

Trade Control Policy Division
     Trade and Economic Cooperation Bureau

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
     Japan
     Tel  :   +81-3-3501-0539
     Fax  :   +81-3-3501-5896
     Email :   gensanti-syoumei@meti.go.jp
    2) Embassy of Japan in Indonesia
     Economic Section
     Jalan M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350
     Tel :   +62-213192-4308
     Fax :   +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156
     Email :  ijepa-20080701 @eoj.ntt.net.id



  3. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan website untuk melakukan pengecekan validitas
SKA Form AJ, informasi atas website tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini.

 VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA ANGGOTA ASEAN





 VII.   BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH JEPANG





B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB,
KAWASAN BEBAS, DAN KEK

 I.  KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

  1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
   a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3),

serta penyerahan SKA Form AJ, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
     1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
      a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara
benar kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ pada
kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

      b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan
secara benar:

       (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi “lihat Lampiran”;
dan

      (2) kode fasilitas 61 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan
tanggal SKA Form AJ pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar
Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;

     2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
     a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form AJ dan hasil cetak dokumen BC

2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;

     b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra
utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib
menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB) BC 2.3;

     3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

     4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a),
SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

     5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan SKA Form AJ kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
angka 2) huruf b, SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

   b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3,
melakukan penelitian terhadap SKA Form AJ, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau
Dokumen Pelengkap Pabean.

   c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
     1) menerima SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC
2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ memenuhi ketentuan
untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

    2) menolak SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau
SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ tidak memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut
kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

   d. Dalam hal SKA Form AJ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check, sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada
dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.

   e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan
keyakinan yang cukup, maka:

     1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan
catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form
AJ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan

     2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan keputusan atas SKA Form AJ secara tertulis, kepada Instansi
Penerbit SKA melalui contact point, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8)
Peraturan Menteri ini.



   f. SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
    1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan
Retroactive Check;

    2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

    3) jawaban atas Permintaan Retroactiue Check dan/atau informasi tambahan tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau
keabsahan SKA Form AJ.

   g. Dalam hal SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana
dimaksud pada huruf f:

    1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3
memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan
bahwa SKA Form AJ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada
Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan

    2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan penolakan SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi Penerbit
SKA melalui contact point, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan
Menteri ini.

  2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI TPB KE TPB LAINNYA

   Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB
Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

   Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
    a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan

nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2
Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

    b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di Header BC 2.7 huruf D;
   c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 4

Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
   d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di

Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat  ea dan
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang
sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

   e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang
telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif
Preferensi tidak diberikan.

  3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

   Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC
2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3;

   a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
    1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC
2.5;

    2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya,
wajib mencantumkan secara benar:

     a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi “..... (angka dan huruf)
SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan

     b) kode fasilitas 61, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada
kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan
pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor
BC 2.5;

   b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan
dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan
pengajuan dokumen BC 2.5; dan

   c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana
dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.



 II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

  1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
   a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6),

serta penyerahan SKA Form AJ, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
    1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
     a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara
benar kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ
dicantumkan pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;

     b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:

      (a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6,
serta diisi “........... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat
lembar lanjutan”; dan

      (b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, serta nomor
referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 35 BC 1.6 serta pada
Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6;

    2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
     a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form AJ dan hasil cetak dokumen BC

1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;

     b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra
utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib
menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Paban yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB) BC 1.6;

    3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

     4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a),
SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

    5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1)
yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan SKA Form AJ kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
angka 2) huruf b), SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

   b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6,
melakukan penelitian terhadap SKA Form AJ, hasil cetak dokumen BC 1.6 dan/atau
Dokumen Pelengkap Pabean.

   c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    1) menerima SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC
1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ memenuhi ketentuan
untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

    2) menolak SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau
SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ tidak memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut
kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.

   d. Dalam hal SKA Form AJ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada
dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.

   e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan
keyakinan yang cukup, maka:

     1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan
catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form
AJ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan

    2 Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan keputusan atas SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi
Penerbit SKA melalui contact point sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8)
Peraturan Menteri ini.

   f. SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
    1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan



Retroactive Check;
    2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
    3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak

mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau
keabsahan SKA Form AJ.

   g. Dalam hal SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana
dimaksud pada huruf f:

    1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC
1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan
bahwa SKA Form AJ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada
Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan

    2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan penolakan SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi Penerbit
SKA melalui contact point sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan
Menteri ini.

  2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI PLB KE PLB LAINNYA

   Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB
Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

   Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
    a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan

nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2
Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

    b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di Header BC 2.7 huruf D;
    c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ secara benar

pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
    d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di

Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang
sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

    e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang
telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif
Preferensi tidak diberikan.

  3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

   Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB ke TLDDP (BC 2.8) dan
Penyerahan Dokumen BC 1.6:

   a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
    1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC
2.8;

    2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:

      a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi
“........ (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan

     b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, serta nomor referensi
dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar
Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8;

   b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6
yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan
dokumen BC 2.8; dan

   c. dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen
BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif
Preferensi tidak diberikan.



 III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN
BEBAS

  1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
   a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke

Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA Form AJ, dokumen
PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

    1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

      a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib
mencantumkan secara benar:

       (1) nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 23 PPFTZ-01
pemasukan; dan

      (2) kode fasilitas 61, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan;
      b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas
lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

       (1) nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada Lembar Lampiran
Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan

       (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan;
     2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib

menyerahkan lembar asli SKA Form AJ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01
pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;

     3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1)
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

     4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1)
tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AJ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01
pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA Form AJ ditolak dan
Tarif Preferensi tidak diberikan.

   b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01
pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA Form AJ, hasil cetak dokumen PPFTZ-01
pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap.

   c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    1) menerima SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada
dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA
Form AJ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

    2) menolak SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen
PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ tidak
memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan
informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.

   d. Dalam hal SKA Form AJ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada
dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

   e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan
keyakinan yang cukup, maka:

     1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01
pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau
SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Preferensi; dan

     2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan keputusan atas SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi
Penerbit SKA melalui contact point, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8)
Peraturan Menteri ini.

   f. SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
     1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan
Retroactive Check;

     2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

    3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau
keabsahan SKA Form AJ.



   g. Dalam hal SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana
dimaksud pada huruf f:

    1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan
dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ tidak memenuhi ketentuan
untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan
tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

    2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan penolakan SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi Penerbit
SKA melalui contact point, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan
Menteri ini.

  2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK
DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA FORM AJ

    a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi
sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan
penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang
ke Kawasan Bebas.

   b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan
Bebas:

    1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

     a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib
mencantumkan secara benar:

       (1) nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom 23 PPFTZ-01
pengeluaran; dan

       (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran;
     b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas
lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

      (1) nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada Lembar Lampiran
Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan

       (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran;
     2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib

menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama
dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

     3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1)
tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.

   c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01
pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan
barang ke Kawasan Bebas.

    d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
Tarif Preferensi tidak diberikan.

    e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan
jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

 IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

  1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
   a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah

Pabean, serta penyerahan SKA Forrn AJ dan Dokumen Pelengkap Pabean:
    1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
     a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar

Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara
benar kode fasilitas 61, nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada
kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan



pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
     b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar

Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan
secara benar kode fasilitas 61 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor
referensi dan tanggal SKA Form AJ, pada kolom K.1 “Pemenuhan
Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke
KEK dari luar Daerah Pabean;

    2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
      a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan

Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean
pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB);

      b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai
mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib
menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean
pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

    3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud prada angka 1)
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

    4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1)
tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan
barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form AJ
ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

    5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1)
yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form AJ kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada angka 2) huruf b), SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

   b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan
pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian
terhadap SKA Form AJ dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

   c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    1) menerima SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar
Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA
Form AJ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

    2) menolak SKA Form AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah
Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ
tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta
memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha
KEK.

   d. Dalam hal SKA Form AJ diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.

   e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan
keyakinan yang cukup:

     1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean
pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada
SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Preferensi; dan

     2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan keputusan atas SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi
Penerbit SKA, melalui contact point sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8)
Peraturan Menteri ini.

   f. SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
    1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan
Retroactive Check;

    2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

    3) jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau
keabsahan SKA Form AJ.

   g. dalam hal SKA Form AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana



dimaksud pada huruf f:
    1)  Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian

pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean
memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form AJ tidak
memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan
informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan

    3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan penolakan SKA Form AJ secara tertulis kepada Instansi Penerbit
SKA melalui contact point sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan
Menteri ini.

  2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

   Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya,
TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean.

   Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
    a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan

barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan
tanggal SKA Form AJ pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada
kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari
KEK;

    b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom K.1
“Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;

    c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah
Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada
tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari
KEK; dan

   d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean
pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan
pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran
barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

  3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM AJ
DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

   Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan
penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

   a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
    1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya

menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang
wajib mencantumkan secara benar:

     a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari
luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan
tanggal SKA Form AJ pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean
pengeluaran barang dari KEK; dan

     b) kode fasilitas 61, nomor referensi dan tanggal SKA Form AJ pada kolom
K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean
pengeluaran barang dari KEK;

    2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan
skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas
lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

      a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari
luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan
tanggal SKA Form AJ pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean
pengeluaran barang dari KEK; dan

      b) kode fasilitas 61 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan
tanggal SKA Form AJ, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;

   b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib
menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah
Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada
tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari



KEK; dan

   c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah
Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.
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